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PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA OLEH 
PERANGKAT DESA (EX-TANAH BENGKOK) 




Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pengelolaan 
dan pemanfaatan tanah kas desa sebagai tunjangan untuk perangkat desa terhadap 
peraturan yang berlaku. Mengetahui tahapan lelang tanah kas desa oleh perangkat desa 
kepada masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis 
empiris. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa di Indonesia harus berdasarkan 
pada asas-asas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-
asas tersebut adalah Asas Kepentingan Umum; Asas Fungsional; Asas Kepastian 
Hukum; Asas Keterbukaan; Asas Efektifitas; Asas Akuntabilitas; Asas Kepastian Nilai 
Ekonomi. Lelang tanah kas desa oleh perangkat desa wajib dilakukan secara terbuka 
dan diketahui masyarakat desa secara luas. 
 
Kata Kunci: tanah kas desa, lelang terbuka, perangkat desa 
 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to understand suitability an implementation management 
and utilization of ground the village treasury as allowance for village government  to 
applicable regulation. To understand auction stages of ground the village treasury by 
village government to village community. In this study to use a empirical juridical’s 
methods. Management and utilization of ground the village treasury in Indonesia 
should be based on the principles in the regulations, that is The Principle of Public 
Interest; Fungsional Principle; The Principle of Legal Certainty; The Principle of 
Openness; The Principle Effectiveness; The Principle of Accountability; Certainty 
Principle of Economic Value. The Auction of ground the village treasury by village 
government should be done to openly and to known to the villagers widely. 
 




 Sumber kekayaan negara terdiri dari berbagai macam, diantaranya adalah 
tanah. Tanah disebut sebagai sumber kekayaan negara karena dapat bermanfaat untuk 
kemakmuran dan kepentingan umum. Tanah dalam pengertian yuridis adalah 
permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu 
permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. 
Adapun ruang dalam pengertian yuridis yang berbatas, berdimensi tiga, yaitu panjang, 
2 
 
lebar dan tinggi, yang dipelajari dalam hokum penataan ruang.
1
 Pengertian tanah 
termasuk pula tanah desa.  
 Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Aset Desa atau disebut Permendagri No 1/2016 bahwa Tanah Desa 
adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu 
sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial. Pasal 77 Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa atau disebut UU Desa menyatakan bahwa 
pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, 
fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan 
kepastian nilai ekonomi. 
 Penyalahgunaan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa yang 
terjadi di Indonesia misalnya adalah penyalahgunaan pengelolaan tanah kas desa di 
Desa Bentro , Kecamatan Sedati Sidoarjo Jawa Timur. Penyalahgunaan pemanfaatan 
tanah kas desa dilakukan oleh mantan kepala desa. Tanah yang seharusnya dikelola 
dan dimanfaatkan untuk kepentingan desa dan masyarakatnya dijual kepada suatu 
perusahaan.
2
 Perbuatan kepala desa tersebut tidak hanya merugikan desa tetapi juga 
merugikan penghuni desa yaitu masyarakat desa. 
 Pemanfaatan tanah kas desa tersebut sebagai tunjangan kerja untuk pemerintah 
desa dan dapat dilakukan dengan proses kerjasama, pinjam pakai, bangun guna serah 
dan sewa-menyewa antara perangkat desa dengan masyarakat melalui proses lelang. 
Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan cita-cita desa yaitu memberikan 
pembangunan pada desa agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beragam 
usaha dikembangkan untuk pencapaian tujuan tersebut. Tetapi seringkali usaha yang 
dilakukan tidak sesuai dengan pencapaiannya, karena pendayagunaan yang berlebihan 
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 Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria, Kajian Komprehensif, Jakarta: Kencana, hal. 9-10. 
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dalam mengejar target pembangunan tertentu dan juga terjadi pelanggaran norma-
norma kehidupan masyarakat di pedesaan.
3
  
 Faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakat desa. Tidak 
seperti di kota ataupun kota besar yang sebagian penduduknya merupakan pendatang, 
populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti dengan sendirinya”.  Kontrol sosial 
didesa lebih bersifat informal dan interaksi antara warga desa lebih bersifat personal 
dalam bentuk tatap muka, dan didesa memiliki tingkat homogenitas yang relatif tinggi 
dan ikatan sosial yang relatif ketat daripada kota.
4
 
 Perangkat desa yang memanfaatkan tanah kas desa di Desa Kandangan 
mayoritas tidak memiliki pengetahuan yang tinggi dan luas dalam melaksanakannya.  
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Pemanfaatan dan 
Pengelolaan Tanah Kas Desa oleh Perangkat Desa di Desa Kandangan terhadap UU 
Desa? (2) Bagaimana Proses Lelang Terhadap Pengelolaan Tanah Kas Desa oleh 
Perangkat Desa di Desa Kandangan? 
 Tujuan Penelitian yang diharapkan adalah: (1) Memberikan penjelasan 
mengenai rumusan masalah didalam penelitian ini, (2) Menambah wawasan 
pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang penulis 
peroleh selama menempuh kuliah, (3) Memperoleh data yang penulis pergunakan 
dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana 
dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Manfaat dari penelitian ini adalah: (1) Mengembangkan pengetahuan dibidang 
hukum perdata dan memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu 
hukum. (2) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus 
untuk mengetahui kemampuan penulis. (3) Memberikan sumbangan pemikiran dan 
wacana yang luas bagi pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. 
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2. METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis 
empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah 
penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan 
dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan-lapangan.
5
 Penelitian 
ini dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten Ngawi. Sumber data diperoleh dari 
bahan hukum primer yaitu studi kepustakaan dan bahan hukum sekunder dari hasil 
wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Kas Desa oleh Perangkat Desa di Desa 
Kandangan terhadap UU Desa 
UU Desa mengatur mengenai pegelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa oleh 
perangkat desa. Kesesuaian pelaksanaan dapat dilihat dari tindakan pengelolaan dan 
pemanfaatan yang dilakukan oleh perangkat desa apakah sudah berdasarkan pada UU 
Desa ataukah masih belum berdasarkan pada UU Desa.  
Desa Kandangan telah menerapkan pengaturan yang digariskan dan dinyatakan 
dalam UU Desa. Termasuk dalam Pasal 66 ayat (1) UU Desa yang meyatakan bahwa 
perangkat desa dan kepala desa setiap bulannya mendapatkan gaji tetap yang 
sumbernya berasal dari APB begitu pula dengan tunjangan perangkat desa dan kepala 
desa, hal tersebut berkaitan dengan keuangan desa. Semua urusan desa hanya terbatas 
kepada urusan rumah tangga desa, misalnya pembaian tanah desa, dinas desa, 
pemeliharaan masjid, jalan desa dan pekerjaan umum lainnya.
6
  
 Tunjangan yang diberikan oleh desa kepada perangkat desa dan kepala desa 
berupa tanah sawah. Hak mengelola dan memanfaatkan tanah kas desa tersebut telah 
disetujui dan disahkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau 
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disingkat BPD. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan beberapa 
asas sesuai yang telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU Desa, berbunyi : 
“Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas 
kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, 
efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.” 
 
Asas kepentingan umum adalah asas yang mendasarkan diri pada wewenang 
negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. 
Atau asas kepentingan umum dapat diartikan sebagai asas yang mendahulukan 
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
7
 
Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa memiliki tujuan tidak hanya 
memfasilitasi para perangkat desa tetapi dapat pula memberikan manfaat bagi desa 
serta masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan wawancara yang diungkapkan oleh 
masyarakat Desa Kandangan yaitu sebagai berikut : 
“Tanah bengkok yang dikelola perangkat desa memberikan kami 
sebagai warga kecil kemudahan dalam melanjutkan hidup. Karena, 
hasil tanah bengkok itu kemudian dijual kepada kami selaku 
masyarakat dengan harga yang lebih murah daripada harga dipasar 
maupun ditoko. Dan bagi kami yang ingin ikut mengelola,maka kami 
yang semula tidak memiliki sawah kemudian ikut menggarap sawah 
bengkok tersebut menjadi memiliki sawah dan memiliki kegiatan serta 
penghasilan.”8 
 
Asas fungsional adalah suatu asas yang menghendaki tiap urutan kepentingan 
umum diserahkan kepada para ahli untuk diselenggarakan.
9
 Sehingga dapat dilihat dari 
fungsi pengelolaan tanah kas desa tersebut bagi masyarakat. Tanah kas desa 
diserahkan kepada perangkat desa untuk dikelola dan dimanfaatkan sehingga hasil dari 
pengelolaan dapat bermanfaat dan berfungsi untuk mempertahankan hidup 
masyarakat.  
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 Pemerintah.net, 2015, Asas Penyelenggara Pemerintahan Negara, dalam 
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Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan 
landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap 
kebijakan penyelenggaraan negara.
10
 Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa 
oleh perangkat desa telah sesuai dengan asas tersebut, dengan bukti bahwa perangkat 
desa Kandangan melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa sebagai 
tunjangan kerja sudah diatur didalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta 
Tunjangan dan Biaya Operasional bagi BPD tahun anggaran 2016. 
Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang 
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi 
pribadi, golongan dan rahasia.
11
 Pengelolaan tanah kas desa oleh perangkat desa di 
Desa Kandangan seharusnya dilakukan pengumuman yang ditujukan untuk 
masyarakat supaya ikut serta mengelola dengan jalan melalui sewa-menyewa dengan 
perangkat desa.  
Maka disini dapat dilihat bahwa asas keterbukaan belum dapat diwujudkan 
oleh perangkat desa di Desa Kandangan. Asas efektifitas adalah asas yang berorientasi 
pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
12
 Pengelolaan dan pemanfaatan tanah 
kas desa oleh perangkat desa Kandangan memberikan dorongan dan masukan 
terhadap pembangunan desa. Dengan kata lain, hal tersebut berpotensi besar untuk 
kemajuan desa serta meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. 
Pernyataan diatas seperti wawancara yang diungkapkan oleh Kepala Desa 
Kandangan sebagai berikut: 
“Tanah kas desa yang dikelola oleh perangkat desa disini dapat 
meningkatkan kehidupan masyarakat dan bagi desa sendiri sangat 
berpengaruh besar. Tanah kas desa tersebut berupa tanah sawah apabila 
dikelola dengan baik akan menghasilkan panen pertanian yang baik. 
Hasil panen dapat dijual kepada masyarakat dengan harga yang relatif 
murah dan hal tersebut tentu bermanfaat bagi desa sendiri. Karena 









kebutuhan masyarakat tercukupi, maka keuangan desa menjadi tidak 
terganggu dan dapat menjalankan pembangunan desa”.13 
 
Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 
hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan 
kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.
14
 Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah 
dengan masyarakat dapat menikmati hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas 
desa yang dilakukan oleh perangkat desa. Meskipun tanah kas desa yang dikelola 
tersebut adalah sebagai tunjangan para perangkat desa disamping gaji tetapnya, tetapi 
pada akhirnya hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan didalam masyarakat berdasarkan peraturan-peraturan yang 
berlaku. 
Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa oleh perangkat desa di 
Desa Kandangan telah berdasarkan asas kepastian nilai ekonomi. Asas kepastian nilai 
ekonomi adalah asas terhadap pengelolaan barang milik negara/daerah harus didukung 
oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang.
15
 Hasil dari tanah sawah yaitu beras 
yang dikelola oleh perangkat desa kemudian dijual kepada masyarakat. Penjualan 
yang dilakukan oleh perangkat desa yang ditujukan kepada masyarakat dengan harga 
yang relatif murah jika dibandingkan dengan harga ditoko atau dipasar.  
3.2 Proses Lelang terhadap Pengelolaan Tanah Kas Desa oleh Perangkat Desa di 
Desa Kandangan 
 Lelang dalam pengelolaan tanah kas desa wajib dilakukan oleh perangkat desa 
bersama dengan masyarakat. Lelang perlu dilakukan karena untuk menghindari 
adanya penyalahgunaan pengelolaan tanah di pemerintahan desa dan untuk 
memberikan hak kepada masyarakat luas supaya dapat ikut serta memanfaatkan tanah 
kas desa serta ikut berpartisipasi mengelola aset desa. Ada beberapa tahap yang harus 
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dilakukan oleh perangkat desa sebelum lelang dilaksanakan. Tahapan yang pertama 
adalah dilakukan penyerahan tanah kas desa yang diserahkan oleh Desa dengan 
diwakilkan oleh Kepala Desa. Penyerahan tanah kas desa disini disaksikan oleh 
Sekretaris Desa dan kemudian dilakukan pencatatan oleh Sekretaris Desa yang dibantu 
oleh Staf Keuangan.  
 Setelah dilakukan pencatatan selanjutya diadakan pengumuman kepada 
masyarakat. Pengumuman ini dilakukan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam 
mengelola dan memanfaatkan tanah kas desa. Lelang dilaksanakan di Aula Desa yang 
dipimpin oleh perangkat desa. Jika proses lelang telah mencapai suatu kesepakatan 
dengan masyarakat maka dilakukan pelimpahan hak sewa atau kerjasama antara 
masyarakat dengan perangkat desa yang bersangkutan. Tahap terakhir adalah 
membuat laporan lelang. Laporan lelang bertujuan untuk pencatatan mengenai tanah 
kas desa telah melalui proses lelang. Setelah itu barulah proses pengelolaan, 
pemanfaatan dan penggarapan tanah kas desa yang berupa tanah sawah dilaksanakan. 
Pelaksanaan lelang telah ditetapkan dalam ketentuan yaitu dilaksanakan secara 
terbuka untuk masyarakat. Di Desa Kandangan, lelang dilakukan secara transparan 
dan tidak banyak masyarakat yang mengetahui adanya lelang. Penyebabnya 
dikarenakan pengumuman yang seharusnya diumumkan kepada masyarakat luas oleh 
perangkat desa tidak dilakukan sebagaimana mestinya. 
 Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan Staf Pemerintahan Desa 
Kandangan sebagai berikut : 
 “Lelang di Desa Kandangan dilakukan hanya sebatas untuk pemenuhan 
laporan. Pengumuman yang seharusnya diumumkan secara luas kepada 
masyarakat tidak dilaksanakan karena partisipasi dari masyarakat 
sendiri juga kurang”.16  
 
 Sisi lain dari pelaksanaan lelang yang dilakukan secara transparan dan hanya 
sebagai formalitas adalah adanya rasa ingin menguasai tanah secara penuh. 
Maksudnya, ada sebagian  perangkat desa yang menginginkan penguasaan tanah kas 
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desa secara individu dan murni untuk dirinya sendiri. Ada sebagian perangkat desa 
yang melakukan lelang hanya sebagai formalitas dengan salah satu anggota 
keluarganya, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa dilakukan 
sepenuhnya untuk diri pribadi perangkat desa tersebut. 
 Pernyataan diatas seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Staf 
Keuangan Desa Kandangan, sebagai berikut : 
 “Lelang di Desa Kandangan terhadap tanah kas desa yang akan 
dikelola oleh perangkat desa dapat dilakukan dengan keluarga 
perangkat desa yang bersangkutan. Jadi perjanjian hak sewa atau 
kerjasama pengelolaan tanah kas desa dilakukan oleh perangkat desa 
dengan anggota keluarga, biasanya dilakukan dengan keluarga jauh 
agar tidak terjadi manipulasi data. Karena sejak dulu lelang tersebut 
hanya sebagai formalitas saja disini”17  
 
 Perjanjian lelang yang dilakukan sebatas perjanjian lesan yang dilakukan 
antara perangkat desa dengan masyarakat yang mendapatkan hak sewa atau kerjasama 
dengan perangkat desa. Sewa menyewa seperti halnya dengan jual-beli dan perjanjian-
perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensuiil. Kewajiban pihak 
yang satu, menyerahkan barangnya untuk dinikmati pihak lain, sedangkan kewajiban 
pihak yang terakhir ini, membayar harga sewa. Jadi barang itu diserahkan tidak untuk 
dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian 




 Sementara itu pinjam-meminjam apabila seseorang yang diserahi barang untuk 
dipakainya, tanpa kewajiban membayar sesuatu apa, maka yang terjadi itu adalah 
suatu perjanjian pinjam pakai.
19
 Menurut Pasal 13 Permendagri No.1 Tahun 2016 
bahwa pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai dilaksanakan antara Pemerintah 
Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pinjam 
pakai dalam hal ini hanya aset-aset desa yang bergerak saja. Pemberian hak pinjam 
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pakai diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang. 
Isi perjanjian yang ada dalam pinjam pakai sama dengan isi perjanjian dalam sewa-
menyewa aset desa. 
 Mayoritas masyarakat tidak mengerti dengan sistem lelang yang diberlakukan 
dalam peraturan Bupati Ngawi. Pasalnya, masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi 
atau pengarahan mengenai lelang yang harus dilakukan untuk setiap pengelolaan tanah 
kas desa yang menjadi tunjangan kerja perangkat desa. Seperti yang diungkapkan oleh 
salah satu warga masyarakat Desa Kandangan sebagai berikut : 
“Saya dan kebanyakan warga Desa Kandangan kurang tahu mengenai 
sistem lelang yang dilakukan oleh perangkat desa. Kami hanya 
mengetahui bahwa sawah tersebut digarap dan dikelola sesuai dengan 
perjanjian lesan, itu saja. Dan yang kami ketahui, jika menginginkan 
penggarapan sawah tersebut maka dapat langsung menemui perangkat 
desa yang bersangkutan, jadi sepengetahuan saya tidak ada sistem 
lelang seperti itu.”20 
 
 Masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya lelang tanah kas desa tidak 
banyak menuntut untuk dilakukan lelang. Masyarakat hanya menginginkan agar para 
perangkat desa dalam mengelola dan memanfaatkan tanah kas desa dengan atau tidak 
dengan masyarakat luas supaya tetap memberikan kebutuhan hidup seperti hasil panen 
dari pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa yang berupa tanah sawah. 
4. PENUTUP 
  Pertama, pengelolaan dan pemanfaatan tanah oleh perangkat desa di Desa 
Kandangan berdasarkan persetujuan antara Kepala Desa dengan BPD. Hal tersebut 
sesuai dengan yang dinyatakan dalam UU Desa. Desa Kandangan tidak hanya 
bergantung pada APBD, tetapi dapat memberikan perkembangan pada aset desa 
melalui pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa. Pengelolaan dan pemanfaatan 
tanah kas desa yang merupakan aset desa pada Desa Kandangan telah sesuai dengan 
asas kepentingan umum, asas fungsional, asas kepastian hukum, asas efisiensi, asas 
                                                          
20
 Saimin, Warga Masyarakat Dusun Kandangan 2 Desa Kandangan, Wawancara Pribadi, Ngawi, 17 
November 2016, pukul 13.00 WIB. 
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efektivitas, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai ekonomi. Tetapi dalam praktek 
lelang tidak sesuai dengan asas keterbukaan. 
Kedua, lelang di Desa Kandangan dilakukan diawali dengan penyerahan tanah 
kas desa untuk perangkat desa yang diwakili oleh kepala desa (harus dicatat). Lelang 
dilaksanakan di aula Desa Kandangan dengan di pimpin oleh perangkat desa yang 
bersangkutan. Tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan penyerahan hak sewa 
atau kerjasama antara perangkat desa dengan penerima lelang. Setelah tercapai 
kesepakatan selanjutnya dapat dibuat surat perjanjian sewa atau kerjasama hanya 
secara lisan. Praktek lelang yang dilakukan perangkat desa di Desa Kandangan 
dilakukan sebagai formalitas. Masyarakat tidak mempedulikan sistem lelang, yang 
terpenting bahwa hasil dari pengelolaan tanah kas desa dapat berguna bagi masyarakat 
dan mencukupi kehidupan masyarakat. 
 Pertama, pemanfaatan dan pengelolaan kas desa pada dasarnya harus sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yaitu berkaitan dengan UU Desa. Perlu adanya 
sosialisasi di Desa Kandangan mengenai pemanfaatan dan pengelolaan tanah kas desa 
sehingga asas keterbukaan dalam pengelolaan tanah kas desa dapat terpenuhi.  
 Kedua, Lelang adalah proses yang penting untuk dilakukan dalam setiap 
praktek pengelolaan dan pelaksanaan tanah kas desa. Maka proses lelang harus 
dilakukan secara benar dan terbuka serta tidak transparan. Agar tidak timbul adanya 
penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang oleh perangkat desa di Desa Kandangan. 
 Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan karya ilmiah ini 
saya persembahkan kepada pertama, ibu dan ayah saya yang tercinta dan selalu 
memberikan motivasi kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan karya ilmiah ini. 
Kedua, adik kandung saya tersayang yang selalu memberikan semangat serta 
dorongannya. Ketiga, pembimbing skripsi saya yang sangat saya hormati yang telah 
memberikan pengarahan dan bimbingan selama penulisan karya ilmiah ini. Keempat, 
dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
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mendidik saya selama ini selama perkuliahan. Kelima, teman-teman dan sahabat yang 
berperan penting yang telah memberikan semangat dan motivasinya. 
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